
   

 

 
 

BUPATI TEMANGGUNG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR 34 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  

NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  

TAHUN ANGGARAN 2020 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 
 

Menimbang: a.  bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, dan 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian 

Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan 
(BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020, maka 

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati 
Temanggung Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 

2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 perlu 

diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati 
Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
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Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10  Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Temanggung Nomor 68); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 
96); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 14); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 (Berita  

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 81) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 
80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 
2020 (Berita  Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 
Nomor 28);  

21. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian 

Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan 
(BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 80 TAHUN 2019 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 

ANGGARAN 2020. 

Pasal I 
Ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun Anggaran 2020 (Berita  Daerah Kabupaten Temanggung 

Tahun 2019 Nomor 80) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun Anggaran 2020 (Berita  Daerah Kabupaten Temanggung 

Tahun 2019 Nomor 20) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 

Anggaran 2020 terdiri atas: 

1. Pendapatan  

a. Pendapatan Asli Daerah  Rp 228.603.675.824,00 

b. Dana Perimbangan Rp   1.059.813.485.000,00 

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 464.976.347.526,00 (+) 

Jumlah Pendapatan Rp   1.753.393.508.350,00 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp 717.814.482.756,00 

2) Belanja Hibah Rp 66.747.887.850,00 

3) Belanja Bantuan Sosial Rp 28.829.520.000,00 

4) Belanja Bagi Hasil Rp 6.410.600.000,00 

5) Belanja Bantuan Keuangan Rp 406.611.563.600,00 

6) Belanja Tidak Terduga Rp 84.616.263.900,00 (+) 

Jumlah Belanja Tidak Langsung       Rp 1.311.030.318.106,00 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp 124.612.750.713,00 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp 343.200.512.344,00 

3) Belanja Modal Rp 97.945.000.017,00 (+) 

Jumlah Belanja Langsung                 Rp 565.758.263.074,00 

Jumlah Belanja Rp  1.876.788.581.180,00 

Suplus/(Defisit)                Rp    (123.395.072.830,00) 




